
 

 

 
 

BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 
 

RANCANGAN 
PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR ... TAHUN … 

 
TENTANG 

 
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2026 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGLI, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan 
masyarakat, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa, 
dipelukan penyaluran alokasi dana desa, kepada desa; 

b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam 
pengalokasian alokasi dana desa dan melaksanakan ketentuan 
Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 



 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli 

di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7010); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

 
 MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2026. 
 

 Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 
3. Bupati adalah Bupati Bangli. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMDPPKB 
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli. 

5. Desa adalah Desa di Daerah. 
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber 
dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah. 



 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

 
 

 Pasal 2 
 

(1) ADD ditetapkan ... % (... persen) dari dana perimbangan setelah 
dikurangi dana alokasi khusus. 

(2) Besaran alokasi ADD tahun anggaran 2026 yaitu 
Rp.71.033.863.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga puluh tiga juta 
delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) 

 
 

 Pasal 3 
 

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas PMDPPKB melakukan 
perhitungan penerimaan ADD berdasarkan formula dan indikator 
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Besaran rincian penerimaan ADD  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

 
 Pasal 4 

 
(1) Perubahan pengalokasian ADD dilakukan berdasarkan atas 

perubahan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah. 

(2) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan ADD melalui 
mekanisme perubahan APB Desa. 

 
 Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bangli. 
 
 

 Ditetapkan di … 
pada tanggal … 
  
BUPATI BANGLI, 
 
 
 
… 

  
Diundangkan di … 
pada tanggal … 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 
 

... 
 BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR … 



 

 
 LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2026 

 
 

 
 

BESARAN RINCIAN PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUPATI BANGLI, 
 
 
… 

 
 


